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KOTA PONTIANAK 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  

KOTA PONTIANAK 
 

NOMOR    16 /DPPP/TAHUN 2021 

 T E N T A N G 

 
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN 
DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR  26 /DPPP/TAHUN 2020 TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN 
DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024 

 
KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 

 KOTA PONTIANAK, 

Menimbang 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing;  

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2019 tenang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024; dan 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953  tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756 ); 
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  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 6); 
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14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 

Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang 

Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E 

Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 149); 
 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 
tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Nomor 191); 

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 

Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2013 Nomor 10); 
 

20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 87 tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan 

Perikanan Kota Pontianak, Perubahan atas Peraturan 
Walikota Pontianak Nomor 71 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian  Perikanan dan 

Kehutanan Kota Pontianak; 

21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 11 tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan 

Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. 
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MEMUTUSKAN :  
 

 
Menetapkan 

KESATU 
 

 

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024. 
 

KEDUA 

 
 

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja 
yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan 

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk : 

a. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja (RENJA) 
b. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

c. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran 
(RKA/DPA); 

d. menyusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN); 
e. menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN); 
f. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja 

pelaksanaan program dan kegiatan; dan 
g. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024. 
 

KETIGA 
 

 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan 

ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya 
   

 
 

Ditetapkan  di  Pontianak 
pada tanggal  04 Januari 2021        

 

KEPALA DINAS PANGAN, 
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 

PONTIANAK, 
 

 
 
 

BINTORO 
 

 
 

 
Tembusan : 

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak; 

2. Ketua Bappeda Kota Pontianak u.p. Bidang Statistik dan Pelaporan. 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, 

PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 
PONTIANAK 

NOMOR   16 /DPPP/TAHUN  2020 
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN 
PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR          
26 /DPPP/ TAHUN 2020 TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
(IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 
– 2024  

 
 

INSTANSI :  DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 

PONTIANAK 
 

VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, 
Cerdas dan Bermartabat. 

 
MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 

cerdas dan berbudaya. 

 
MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif 

dan berdaya saing 
 

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pangan, pertanian dan perikanan. 

 
FUNGSI : 

a. perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan 

perikanan; 

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan 

perikanan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, 

pertanian dan perikanan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan 

Perikanan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, 

Pertanian dan Perikanan. 

 
 

Ditetapkan  di  Pontianak 
pada tanggal   04 Januari 2021      

 
KEPALA DINAS PANGAN, 

PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 
PONTIANAK, 
 

 
 

 
BINTORO 
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LAMPIRAN  II 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 
PONTIANAK 

NOMOR   16 /DPPP/TAHUN  2020 
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, 

PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR  26 /DPPP/TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN 

DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024 
 

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 

 

MISI I : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya 
 

NO. TUJUAN 

INDIKATOR  

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 
PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER DATA/ 

PENANGGUNG 

JAWAB 

1. Meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyaraka 

Angka stunting 

balita 
  

Penjelasan  

Angka Stunting Balita adalah parameter yang menggambarkan kondisi 

gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat 

kekurangan gizi dalam waktu yang lama 

Dinas Kesehatan 

   Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan 

1. Ketersediaan Energi 

dan Protein Perkapita : 

- Ketersediaan Energi 

per Kapita 

(Kkal/Kapita/Hari) 

- Ketersediaan 

Protein per Kapita 

(Gr/Kapita/Hari) 

 

 

Ketersediaan Energi = Energi/Kapita/Hr x (Kandungan Energi) x BDD 

                                                                                      100 

 

Ketersediaan Protein = Protein/Kapita/Hr x (Kandungan Protein) x BDD 

                                                                                       100 

Ket :  

BDD : Berat Dapat Dikonversi 

Bidang Pangan 

2. Skor pola pangan 

harapan (konsumsi) 

Nilai Capaian Peningkatan = % AKG  x Bp 

Ket :  

AKG : Angka Kecukupan Gizi. 

Bp : Bobot masing-masing kelompok pangan 
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MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing 

 
 

 

NO. TUJUAN 

INDIKATOR  

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER DATA/ 

PENANGGUNG 

JAWAB 

1. Meningkatkan sektor 

pertanian dan 

perikanan 

Kontribusi 

sektor 

pertanian dan 

perikanan 

terhadap 

PDRB 

  PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah 

suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun) 

Badan Pusat Statistik 

   Meningkatnya 

Produktivitas 

Tanaman Pangan 

dan Produksi 

Tanaman 

Hortikultura   

  

  

  

  

  

  

  

Produktivitas Tanaman 

Pangan (Ku/Ha) 

- Produktivitas Padi 

- Produktivitas Ubi Kayu 

- Produktivitas Keladi 

 

Produksi Tahun (n) 

Luas Panen Tahun (n) 

Bidang Pertanian 

  Produksi Tanaman 

Hortikultura (Ton) 

- Produksi Sawi 

- Produksi Bayam 

- Produksi Kangkung 

- Produksi Pepaya 

- Produksi Lidah Buaya (Kg) 

Produksi Tahun (n) 
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NO. TUJUAN 

 

INDIKATOR  

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN 

SUMBER DATA/ 

PENANGGUNG 

JAWAB 

   Meningkatnya 

 produksi hasil 

peternakan 

Produksi daging (Kg)  

- Produksi Daging Sapi 

- Produksi Daging Kambing 

- Produksi Daging Ayam 

- Produksi Daging Itik 

- Produksi Daging Babi 

Produksi Daging Tahun (n) 

Bidang Peternakan 

   Meningkatnya 

Produksi Hasil 

Perikanan 

Produksi Perikanan Budidaya 

(Ton) Produksi Perikanan Budidaya Tahun (n) 
Bidang Pertanian 

   Produksi Perikanan Tangkap 

(Ton) :  

- Produksi Tangkap Laut 

- Produksi Perairan Umum 

Daratan 

 

Produksi Tangkap Laut Tahun (n) 

Produksi Perairan Umum Daratan Tahun (n)

 

 

 

Ditetapkan  di  Pontianak 

pada tanggal   04 Januari 2021        
 

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN 
DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK, 
 

 
 

 
BINTORO 
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LAMPIRAN  III 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK 

NOMOR   16 /DPPP/TAHUN  2020 
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN 

DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR  26 /DPPP/TAHUN 2020 TENTANG 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024 

 
TABEL TARGET PER TAHUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 
 

MISI 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya 
 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

Nilai Dasar 

2019 

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyaraka 

Angka stunting 

balita (%) 

  17,04 21 18 17 16 14 

   

Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan 

1. Ketersediaan 

Energi dan Protein 

Perkapita : 

 

      

   

 - Ketersediaan 

Energi per Kapita 

(Kkal/Kapita/Hari) 

- Ketersediaan 

Protein per Kapita 

(Gr/Kapita/Hari) 

2.900 

 

 

85 

2.800 

 

 

65 

 

2.900 

 

 

85 

2.950 

 

 

95 

3.000 

 

 

105 

3.000 

 

 

105 

   

 2. Skor Pola Pangan 

Harapan 

(Konsumsi) 

84 82 84 85 86 86 
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MISI 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing 

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

Nilai Dasar 

2019 

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Meningkatkan 

sektor 

pertanian dan 

perikanan 

Kontribusi 

sektor pertanian 

dan perikanan 

terhadap PDRB 

  1,29 1,33 1,33 1,33 1,34 1,34 

   Meningkatnya 

Produktivitas 

Tanaman 

Pangan dan 

Produksi 

Tanaman 

Hortikultura 

Produktivitas Tanaman 

Pangan (Ku/Ha) : 

           

 -   Produktivitas Padi 30,90 32,45 33,99 35,54 37,08 38,63 

 -   Produktivitas Ubi 

Kayu 197,93 203,87 209,81 215,74 221,68 227,62 

 -   Produktivitas Keladi 
140,00 147,00 154,00 161,00 168,00 175,00 

         

 Produksi Tanaman 

Hortikultura (Ton) : 

      

 - Produksi Sawi 1.294,40 867,44 918,17 959,41 1.001,64 1.043,38 

 - Produksi Bayam 1.134,00 1.103,55 1.156,10 1.208,65 1.261,20 1.313,75 

 - Produksi Kangkung 2.534,70 2.025,14 2.636,09 2.712,53 2.834,60 2.962,16 

 - Produksi Pepaya 12.858,40 10.641,75 13.088,82 13.468,39 14.074,47 14.707,82 

 - Produksi Lidah Buaya 

(Kg) 19.096.000,00 11.600.433,89 19.859.840,00 20.435.775,36 21.355.385,25 22.316.377,59 
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NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

SASARAN 

Nilai Dasar 

2019 

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 

   Meningkatnya 

Produksi Hasil 

Peternakan 

Produksi daging (Kg) :             

 -Produksi Daging Sapi 924.761,00 1.104.120,00 1.115.161,20 1.126.202,40 1.137.243,60 1.148.284,80 

 -Produksi Daging 

Kambing 
113.492,00 119.949,00 121.148,49 122.347,98 123.547,47 124.746,96 

 -Produksi Daging Ayam 5.970.323,00 8.819.653,00 8.907.849,53 8.996.046,06 9.084.242,59 8.172.439,12 

 -Produksi Daging Itik 95.540,00 93.977,00 94.916,77 95.856,54 96.796,31 97.736,08 

 -Produksi Daging Babi 1.117.595,00 967.924,00 977.603,24 987.282,48 996.961,72 1.006.640,96 

   Meningkatnya 

Produksi 

Hasil 

Perikanan 

Produksi Perikanan 

Budidaya (Ton) 
232,89 210 213 219 222 222 

   Produksi Perikanan 

Tangkap (Ton) :  
 

      

    - Produksi Tangkap 

Laut 
662,54 820 710 766,97 805,29 505,33 

    - Produksi Perairan 

Umum Daratan 
114,70 51,50 115,50 121,72 124,15 126,63 

 

Ditetapkan  di  Pontianak 

pada tanggal   04 Januari 2021        
 

KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN 
PERIKANAN KOTA PONTIANAK, 
 

 
 

BINTORO 


